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HUMASPROV

TERIMA PIAGAM: Gubernur Kalimantan Barat, ‘Cornelis (kanan) saat menerima penghargaan
dari BPK atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemarin di Gedung DPRD Kalbar.

Pemprov Lima Kali Raih WTP

Cornelis: Murni
Kerja Keras Bersama

PONTIANAK— Pemerin-
tah Provinsi Kalimantan Ba-
rat kembali meraih Predikat

Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) untuk laporan keuan-
ganPemprovTahunAnggaran
2016. Ini merupakan WTP
yang kelima kahnya diraih
pemprov.

Hal tersebut d1sampalkan

Auditor Utama Keuangan

Negara VIIRIAbdul Lanef saat
sidang Paripurna Istimewa
DPRD Provinsi Kalimantan
Barat di Balairung Sari Ge-
"dung DPRD Kalbar, Senin
(12/6).

@ Ke Halaman 7 kolom 5
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Pemprov Lima Kali Raih WTP

Sambungan dari halaman 1

Sidang yang berlangsung
itu dipimpin Ketua DPRD
Kalbar M. Kebing L. Hadir
dalam Sidang Paripurna
Gubernur Kalbar Corne-
lis, Wakil Gubernur Kalbar
Christiandy Sanjaya, dan
Sekretaris Daerah Kalbar
M. Zeet Hamdy Assovie, Fo-
rum Komunikasi Pimpinan
Daerah, Wakil Ketua DPRD
dan undangan lainnya.

GubernurKalbar, Cornelis
mengatakan predikat yang
diraih itu merupakan hasil
kerja keras bersama. “Ini
menjadi komitmen kuat
dari Pemprov dalam mem-
berikan laporan keuangan
yang sesuai standar yang
diberlakukan. Tetapi ini
juga berkat kerja keras dan
sinergi bersama dengan
semua pemangkukepentin-
gan. Termasuk pengawasan
dan dukungan dari DPRD
Kalbar,” ujar Cornelis.

Auditor Utama Keuangan
Negara VII RI Abdul Latief

menyebutkan ada tigalapo-

ran utama yang diserahkan,
yakni LHP atas LKPD tahun
2016, LHP atas sistem pen-
gendalian intern (SPI), dan
LHP atas kepatuhan terh-
adap Peraturan Perundang-
Undangan.

Laporan Keuangan Pe-
merintah Provinsi Kalbar
tahun 2016 disusun ber-
dasarkan standar Akuntansi
pemerintahberbasis akrual.
Jumlah laporan keuangan
terdiri dari tujuh laporan,
yaitu laporan realisasi ang-
garan, (LRA), laporan pe-

rubahan saldo anggaran

lebih, neraca, laporanopera-

sional, laporan arus kas dan

laporan perubahan ekuitas
erta catatan atas laporan
euangan.

Abdul menilai pencapa-
ian opini WTP untuk kelima
kalinyabagi PemprovKalbar
sebagai gambaran kuatakan
komitmen Pemprov Kalbar
dan SKPD terhadap kuali-
tas laporan keuangan yang
dihasilkan.

Kendatidemikian,iamen-
egaskan BPKtetap memberi-

kan catatan atas pencapaian.

opini wajar tanpa pengec-
ualian yang diperoleh Pem-
prov Kalbar. Catatan itu
di antaranya pengelolaan
persediaan pada UPT Mu-
seum Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, serta Dinas
Perhubungan Komunikasi
dan Informasi belum me-
madai. -
Lalu pengelolaan aset
tetap Pemprov Kalbar juga
kurangmemadai. Kemudian
untuk laporan dana BOS,
dimana TimManajemenBos
Provinsi belum menyam-
paikan laporan kepada tim
manajemen BOS Pusat.
Selanjutnya pada penda-
patan atasretribusi pemaka-

‘jan kekayaan daerah, ada

sebesar Rp22 jutayang tidak
sesuai dengan peraturan
daerah retribusi jasa usaha.

Sementara itu, Ketua
DPRD Kalbar, Kebing L
kepada sejumlah wartawan
mengatakan bahwa opini
WTP untuk kelima kal-
inya bukanlah sesuatu yang
luar biasa. "WTP llarusnya

menjadi panduan dalam
membeikan semangatuntuk
dapat mempertanggung-
jawabkan keuangan negara.
Paling tidak terus memper-

.baiki kinerja di masa akan

datang,’” ujarnya.

Walaupun memperoleh
WTP lima kali berturut-
turut, bukannya DPRD Ka-
Ibar tanpa kritik. Misalnya,
penyelesaian masalah aset
pemprov dan perbaikan
duniapendidikan diKalbar
harus terus mempegroleh .
tempat. “Artinya, secara
bersama-sama’ mampu
bekerja keras untuk mem-
perbaiki kinerja soal aset
dan pendidikan ini,”. ka-
tanya.

Ia melanjutkan bahwa
masalah aset dan pendidi-
kan bukan hanya tanggung
jawab semata-mata Guber-
nur Kalbar dan jajaran. Ka-
langan DPRD Kalbar sebagai
lembaga pengawas dan
mitrapemerintah akanterus
mengingatkan. “Yang pasti

memang mempertahankan

opini WTP justru lebih sulit
tetapi tetap menjadi acuan
dalam bekerja,” tukas dia.
Terkait tertangkap tan-
gannya pegawai BPK RI
terkait jual beli opini WTP
di Kementriaan Daerah
Tertinggal di Pusat belum
lama ini, Kebing menang-
gapi dengan santai. "Kami
tak pahamlah jual beli opi-
ni WTP. Kejadian tersebut
berada di pusat, bukannya
di daerah. Kami tak berani
menanggapi dan berQuat
lebih jauh,” ujarnya.(den/
mse) - B Gianmr
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